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M. Saddam Haseng (B111 10 156), Eksistensi Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Penarikan Royalti Ditinjau Dari Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dibimbing oleh Ahmadi Miru 
sebagai Pembimbing I dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ditinjau dari Undang-undang No.28 
tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Metode Penelitian ini adalah murni penelitian studi di lapangan dan 
kepustakaan mengingat yang dikaji adalah hasil wawancara dan buku-buku 
Hak Cipta serta media sosial yang berkaitan dengan Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).  
Mengingat terlalu banyaknya LMK di Indonesia yang menghimpun dan 
mendistribusikan royalti, maka dari itu Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatur LMKN yang 
berfungsi mewadahi LMK yang sudah ada. LMK seperti YKCI, ASIRI, WAMI, 
RAI, KCLB, PAPPRI, ASRINDO dan lain-lain tidak serta merta harus berhenti 
beroperasi karena belum memiliki izin operasional dari Menteri, maka dari itu 
organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah 
ada wajib memiliki izin operasional dari Menteri, sebelum berlakunya  
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) agar kiranya 
wajib menyesuaikan dan berubah menjadi LMK dalam jangka paling lama 2 
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No. Tabel Uraian Halaman 
1 Tabel 1 
Tabel data persentase dalam buku yang diterbitkan 
oleh YKCI yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI) 
Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta. 
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2 Tabel 2 
Wawancara langsung oleh panitia seleksi anggota 





A. Latar Belakang 
Hak Kekayaan Intelektual (dalam hal ini disebutkan HKI) atau 
yang disebut Intellectual Property Rights (IPR) telah menjadi materi 
perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang 
memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk 
di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat 
penghargaan melalui hak intelektualnya. Kemudian, perlunya 
perlindungan HKI tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu, 
tetapi sudah terkait dengan kepentingan negara. HKI ternyata 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang 
pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. 
Selama bertahun-tahun, para ahli ekonomi telah mencoba untuk 
memberikan penjelasan mengenai mengapa sebagian perekonomian 
negara berkembang dengan pesat sedangkan sebagian lagi tidak. 
Secara umum, disepakati bahwa ilmu pengetahuan dan invensi 
memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini. 
Banyak negara di dunia ini telah mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang sangat pesat karena keberhasilannya memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian mampu 
menggelorakan industri kreatif.1  
Menurut seorang Pengacara sekaligus Konsultan HKI, 
Ludiyanto, HKI merupakan salah satu bagian dari roda perekonomian 
bangsa Indonesia. Penerapan HKI yang benar oleh pemerintah akan 
                                                             
1
 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, 
2011, hlm. 1-2. 
2 
menunjang kesejahteraan masyarakat. Di negara-negara yang sudah 
maju keberadaan HKI sudah sangat dijunjung tinggi. Karya-karya yang 
dihasilkan dari pikiran dan intelektual sekecil apapun termasuk seni 
dan budaya semuanya adalah HKI.2 Oleh karenanya, Indonesia pun 
perlu menegaskan dan memilah kedudukan HKI, salah satunya 
menyangkut tentang penegasan Hak Cipta dalam rangka memberikan 
perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk 
menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 
Di Indonesia sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-
Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah 
disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (Trade Related Aspect of 
Intellectual Property Rights) atau aspek-aspek hak kekayaan 
intelektual yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut 
menandatangani perjanjian putaran Uruguay dalam rangka 
pembentukan World Trade Organization dan telah pula meratifikasi 
dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing The World Trade Organization. 3  Undang-
Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta sudah mengalami 
beberapa perubahan berupaya penyempurnaan sejak diundangkan 
yaitu UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 7 Tahun 1987 
tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu 
diganti dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (dalam hal 
ini disebutkan UUHC) 
                                                             
2 Ludiyanto, Majalah Hukum Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO), Edisi 
45/Desember 2009. 
3
 Gatot Supramono, Hak Cipta Dan Aspek-aspek Hukumnya, 2009, hlm. 3. 
3 
Hak cipta adalah salah satu hak yang paling luas di bidang HKI, 
selain objeknya yang sangat besar tetapi juga melibatkan begitu 
banyak orang. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak eksklusif 
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, 
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain 
untuk itu. Hak cipta seseorang dilindungi seumur hidup pencipta dan 
50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan 
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka pada UUHC yang 
baru ini sampai 75 tahun dan jangka waktu 75 tahun ini mengikuti 
sejumlah negara maju. Itu merupakan perlindungan HKI yang paling 
lama sekaligus penghargaan bagi para pencipta. Hak cipta di 
Indonesia mengenal konsep hak ekonomi dan hak moral. Hak 
ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 
ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri 
pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, 
walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh 
pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada 
ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah 
dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. Hak ekonomi pencipta berupa 
royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan 
royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan secara 
komersial. Dalam pelaksanaan hak ekonomi, seringkali terkena 
kendala dan masalah seperti optimalisasi teknologi informasi, 
optimalisasi royalty collecting, efektifitas Lembaga Manajemen Kolektif 
(LMK). 
Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang nyata dan berwujud, 
artinya suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (originil) agar supaya 
4 
dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, 
keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu 
ciptaan. Selain itu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang 
bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk materil 
yang lain, hal ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan 
suatu ciptaan.4 
Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan 
lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan 
LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang 
mendukung sistem Hak cipta nasional, saling memperkuat untuk 
perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai 
sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel 
serta LMK Nasional (dalam hal ini disebutkan LMKN) sebagai 
koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui 
keberadaannya sebagai badan hukum mandiri dengan tujuan utama 
untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan 
penggunaan teknologi informasi secara optimal.5 
Harapan pencipta lagu kepada LMK setelah lagu atau musik 
direkam dan beredar di masyarakat, terbuka peluang terjadinya 
berbagai macam pengeksplotasian terhadap lagu tersebut, antara lain 
disiarkan melalui radio dan televisi, disebarkan melalui internet, dipakai 
sebagai nada dering/tunggu (ring/back tone) telepon seluler, 
                                                             
4
Budi Agus. M Syamsudin,2004, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya 
Hukum,Jakarta:Pt.Raja Grafindo,hal.8. 
5
 http://humas.dgip.go.id/konsultasi-teknis-tentang-lembaga-manajemen-kolektif/, 10 
desember 2014 pukul 23.30. 
5 
dipertunjukkan dalam sebuah acara pertunjukan (show), 
diperdengarkan diberbagai tempat hiburan, restoran, mall, dan 
sebagainya. Dalam berbagai bentuk pemakaian lagu atau 
pengekploitasian lagu tersebut, ternyata banyak pihak mengambil 
untung. Dengan kata lain, pemakai (user) lagu atau musik bertindak 
menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial. 
Jika pencipta lagu atau sama sekali tidak mempunyai akses 
dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara, 
serta tidak mendapat imbalan ekonomi dari orang-orang yang 
menggunakan lagu atau musik untuk tujuan komersial, hal ini memang 
tidak adil. Dalam konteks ini, jelas perlindungan hak ekonomi pencipta 
lagu sudah terabaikan, agar dia mendapat imbalan ekonomi yang 
layak dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain? Di sinilah peranan 
sebuah Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional 
dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti Collective Management 
Organization (CMO), Performing Right Society (PRS), dan Collecting 
Society (CS).6 
Sejalan dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang 
industri rekaman, aktivitas pertunjukan lagu atau musik juga sangat 
semarak mulai tahun 90-an, baik melalui penyiaran di televisi maupun 
pertunjukan langsung. Kebetulan tahun 1990, sudah berdiri lembaga 
pemungut royalti di bidang performing right di Indonesia yakni 
Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), sehingga tahun 90-an di 
                                                             
6
 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, 
2011, hlm. 162-163. 
6 
Indonesia mulai muncul pembicaraan tentang hak mengumumkan 
yang dimiliki oleh pencipta.7 
Munculnya LMK lain disamping YKCI disebabkan penerimaan 
royalti yang kecil oleh YKCI dari para user yang kemudian berdampak 
pada jumlah royalti yang dapat dibagi kepada peserta telah memicu 
ketakpuasan sebagian peserta YKCI. Tahun 2003, sekelompok 
pencipta lagu daerah Batak menyatakan keluar dari YKCI dan 
mendirikan Karya Cipta Lagu Batak (KCLB). 
Kehadiran KCLB ternyata tidak begitu disambut oleh kalangan 
pencipta lagu-lagu Batak. Akibatnya, para user yang menjadi sasaran 
KCLB merasa tidak begitu layak membayar royalti performing right ke 
KCLB menambah beban pengeluaran usaha setelah membayar royalti 
performing right kepada KCI. Akibat penolakan beberapa user lagu 
membayar royalti ke KCLB sempat terjadi ketegangan dimana KCLB 
melarang beberapa judul lagu dinyanyikan di tempat-tempat hiburan 
tertentu. Hal itu kemudian disikapi para pemilik tempat hiburan yang 
kena pelarangan dengan meminta kepada para penampil untuk tidak 
menyanyikan lagu-lagu tertentu. 
Dengan hanya sedikit user yang bersedia membayar royalti ke 
KCLB dan pencipta yang bergabung hanya segelintir membuat KCLB 
tidak dapat beroperasi. Karena sebuah CMO membutuhkan kantor, 
tenaga operasional yang semuanya membutuhkan biaya itu biasanya 
dipotong dari royalti yang terkumpul. 
Pada 15 september 2006, di Indonesia muncul lagi sebuah 
lembaga CMO bernama: Wahana Musik Indonesia (WAMI). Berbeda 
                                                             
7
 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, 
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dari YKCI dan KCLB yang berbentuk yayasan, WAMI berbentuk badan 
hukum Perseroan Terbatas (PT). 
WAMI didirikan oleh para penerbit lagu (publishers), anggota 
APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia), seperti: Aquarius 
Putaka Musik, Musica Studios, Nagaswara Publisherindo, Jawara 
Pustaka Musik (Forte Records), Penerbit Musik Pertiwi (Lagu-lagu 
daerah & perjuangan GNP music), dan Warner Musik Indonesia. 
Sebelumnya, beberapa perusahaan penerbit musik ini adalah peserta 
YKCI tetapi kemudian menyatakan keluar dari YKCI. Kini (tahun 2011) 
WAMI memiliki anggota yang terdiri atas 11 (sebelas) penerbit lagu 
(publishers) dan 1.128 pencipta lagu dengan 13.430 karya cipta lagu. 
Maksud pendirian WAMI adalah mengelola eksploitasi hak 
mengumumkan atau Performing Rights disamping publishers yang 
mengelola Mechanical Rights. Aktivitas pengelolaan Performing Rights 
oleh WAMI adalah memanage dan mengkolektif royalti dari iklan di 
media baik media cetak, televisi, radio, digital, serta media lainnya 
berdasarkan pertayang (download). Disamping itu, berdasarkan kuasa 
dari penerbit musik dan disamping itu, berdasarkan kuasa dari penerbit 
musik dan pencipta lagu, WAMI berhak memungut royalti atas hak 
mengumumkan kepada user lain, seperti: live concert, hotel, restoran, 
café, shopping centre, cinema, karaoke house, rescreation park, 
transportation, dan ring back tone (RBT).8  
Sebenarnya posisi LMK ini sangat membantu para 
pencipta/pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait jika mereka 
telah berfungsi dengan baik dan negara mengakui keberadaan 
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mereka. Istilah sederhananya, para pencipta/pemegang Hak Cipta dan 
Pemilik Hak Terkait tak perlu repot-repot menjaga karya mereka 
karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari 
penggunaan secara komersial karya cipta mereka.9 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 
(LMKN) dalam penarikan royalti?. 
2. Bagaimana posisi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai 
lembaga penarik royalti selama ini?. 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif 
Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti?. 
2. Untuk mengetahui posisi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 
sebagai lembaga penarik royalti selama ini?. 
 
D. Manfaat penelitian 
1. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang eksistensi 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan 
royalti menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
2. Sebagai bahan diskursus tentang persoalan Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional (LMKN)  yang di atur dalam UU baru Tahun 2014 
dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. 
3. Sebagai persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
khususnya disiplin ilmu hukum perdata. 
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A.  Pengertian Ciptaan, Pencipta, Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta 
   
Dalam membahas hukum hak cipta tidak cukup hanya memberi 
pengertian tentang hak cipta saja akan tetapi perlu juga memberi 
pengertian tentang ciptaan, pencipta dan pemegang hak cipta masing-
masing telah dirumuskan dalam UUHC. 
 
1. Ciptaan 
 Yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta 
di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas 
inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan 
keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Pasal 1 angka 3 
UUHC). 
 Ciptaan sifatnya harus nyata, bukan merupakan tiruan dari 
ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya 




 Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 
besifat khas dan pribadi. 
 Dalam rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang 
dapat menjadi pencipta jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila 
penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu 
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ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama. Ada kerja sama satu 
dengan yang lain di antara mereka dalam melakukan ciptaan (Pasal 1 
angka 2 UUHC).  
 Kemudian dalam rumusan itu untuk dapat menjadi pencipta 
masih diperlukan syarat yaitu untuk menhasilkan suatu ciptaan yang 
bersifat khas dan pribadi agar tidak serta merta menjiplak atau 
mengikuti karya cipta orang lain. 
 
3. Hak Cipta 
 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 
UUHC). 
 Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntuhkan bagi 
pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh 
memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pemegangnya. Hak ini 
dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta.10 
 Sifat Hak Cipta, merupakan bagian dari hak milik yang abstrak 
(incorporeal property) yang merupakan penguasaan atas hasil 
kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam 
perlindungannya Hak Cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam 
arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan 
menjadi milik umum. 
Pemilik Hak Cipta bersifat eksklusif. Hak ini mempunyai 
kemampuan melahirkan hak yang baru. Jadi satu karya cipta 
mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang 
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banyak tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya 
dapat dilakukan secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah.11   
 
4. Pemegang Hak Cipta  
 Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah Pencipta 
sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara 
sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari 
pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 angka 4 
UUHC). 
 Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat 
menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu 
pencipta dan pihak lain secara sah. Apabila pencipta sebagai 
pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi 
secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain 
sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya yaitu 
dengan perjanjian lisensi. Pencipta selaku pemberi lisensi meminta izin 
memperbanyak ciptaan pencipta kepada pihak lain sebagai penerima 
lisensi. Demikian pula penerima lisensi tersebut juga dapat 
memberikan lisensi kepada pihak yang lain lagi.12 
 
B. Konsep Dasar Perlindungan Hak Cipta 
  Benda apakah yang dilindungi hak cipta, bagaimana terjadinya 
perlindungan itu, dan sejauh mana perlindungan itu diberikan. Hal-hal 
ini adalah menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (the basic 
consepts of copyright protection). Dari berbagi keputusan Hak Cipta 
                                                             
11 Hasbir Paserangi dan Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak 
Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip 
Dalam TRIPs di Indonesia, 2011, hlm. 27-28 
12 Gatot , Op.Cit., hlm. 7-9. 
12 
internasional dan ketentuanhukum hak cipta, termasuk Indonesia, 
dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah 
sebagai berikut: 
1. Yang Di lindungi Hak Cipta Adalah Ide Yang Telah Berwujud Asli. 
 Syarat yang harus dipenuhi untuk menikmati perlindungan 
hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan 
berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. 
Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan 
seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang 
terucapkan tersebut hilang dan tidak pernah lagi diucapkan tidak 
mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita 
rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah 
mendapatkan perlindungan hak cipta. 
 Dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah 
ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang 
mencakup: 
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 
hasil karya tulis lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; . 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu dan/atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim;  
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim.  
f. karya seni rupa dalam segala bentuk, lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 
g. Karya seni terapan; 
h. Karya arsitektur; 
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i.  Peta;. 
j. Karya seni batik atau seni motif lainnya; 
k.Karya fotografi; 
l. Potret; 
m. Karya sinematografi;  
n.  Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 
ekspresi budaya tradisional; 
p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 
dengan Program Komputer maupun media lainnya; 
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 
merupakan karya yang asli; 
r. Permainan video; dan 
s. Program Komputer. 
 
  Sementara itu, yang tidak ada hak cipta meliputi: 
a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; 
b. Setiap ide , prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau 
data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, 
dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan 
c.Alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 
menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 
ditujukan untuk kebutuhan fungsional.13 
 
2. Hak Cipta Timbul Dengan Sendirinya (Otomatis).  
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 Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan 
idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri 
dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. 
Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan 
apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan musik yang 
komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau 
merekamnyadalam kaset atau CD yang bisa dijual. Meskipun 
demikian, adalah berguna jika pada waktu pengumuman lagu 
(diperdengarkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama 
identitaas Pencipta dan Ciptaannya dan dilakukan penciptaannya pada 
Lembaga yang berwenang. Yaitu Direktur  Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik 
Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus 
dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah 
pembuktian pemilikan  hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi 
sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 2 ayat (1) UU  
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta 
merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 
secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  
Pasal 35 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga 
menjelaskan bahwa “ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk 
mendapatkan hak cipta.” Artinya, semua karya ciptaan yang memiliki 
keaslian dari pencipta memperoleh perlindungan hak cipta secara 
otomatis atau tidak mempunyai kewajiban mendaftarkan karya 
ciptaannya di Dirjen HKI untuk memperoleh hak cipta. 
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3. Hak Cipta Bukan Hak Mutlak (Absolute). 
 Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli 
penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu 
ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap 
melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah bahwa 
ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau 
penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang 
berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, 
seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni 
dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah. 
 
C. Pendaftaran Hak Cipta 
    
Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar 
umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman 
dan HAM RI cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti 
yang dimaksud dalam undang-undang, juga orang yang namanya 
disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu 
ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan 
pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh 
juga tidak melakukannya. Sebagaimana ketentuan Pasal 36 UU No. 19 
Tahun 2002 disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum 
Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, 
maksud atau bentuk dari ciptaan yang diatur. 
Pihak perusahaan dapat juga mengumumkan orang yang 
menjadi pencipta sesuatu karya. Misalnya, dibidang musik dan lagu 
yang tercantum didalam sampul kaset, atau di dalam bentuk karangan 
buku yang nama dari pengarangnya tertulis di sampul buku tersebut. 
Lagi pula, apakah sebenarnya manfaat pendaftaran tersebut, 
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keuntungan apakah yang diterima oleh pencipta apabila telah 
mendaftarkan hak ciptanya kepada Dirjen HAKI. Sebaliknya, risiko 
apakah yang diterima pencipta apabila tidak melakukan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud. 
Menurut penulis, keuntungan dan kerugian apabila tidak 
mendaftarkan hak cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah 
proses pembuktiannya dalam hal terjadi suatu sengketa tentang 
siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Disamping itu, tanpa 
pendaftaran pun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya 
seorang penulis mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien 
langsung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau 
membutuhkan ciptaan tersebut, dari pada harus mendaftarkan terlebih 
dahulu kepada dirjen HAKI. Apabila nanti timbul sengketa tentang 
kebenaran (orisional) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu 
sebagai soal pembuktian di pengadilan (process recht) tentang hal 
sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si Pencipta sesungguhnya. Dari 
uraian ini, menurut penulis jika pendaftaran hak cipta tidak merupakan 
keharusan, maka perlu dipikirkan tentang upaya apa yang harus 
dilakukan untuk menarik minat para pencipta untuk mendaftarkan hasil 
karyanya (hak ciptanya), tentu saja dengan keuntungan yang dapat 
dirasakan oleh Pencipta itu sendiri, dibandingkan apabila tidak 
melakukan pendaftaran.14 
 
D. Hak Cipta Sebagai Hak Moral dan Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi 
 
1. Hak Cipta Sebagai Hak Moral  
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 Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 
(termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa 
alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannnya ada sifat 
kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara 
keduanya. Sesuai dengan sifat kemanunggalan hak cipta dengan 
penciptanya, dari moral seseorang atau badan hukum tidak 
diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil 
karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal 
demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli 
warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta 
atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan 
perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan 
perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat 
melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan 
perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin 
penciptanya untuk melaksankan mengerjakannya.15 
 Sistem hak moral pada dasarnya bersumber dari kenyataan 
bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta. Hak moral 
dalam konteks hak cipta sangat tidak bisa dipisahkan dari Negara 
Perancis sebab dari sanalah munculnya istilah itu (droit moral) yang 
kemudian menyebar ke Negara-negara Eropa Kontinental dan 
berujung masuk ke dalam konvensi Bern. 16  Berkaitan dengan 
munculnya hak moral dari Perancis itu, Stewart mengkonstatir bahwa 
ada tiga basis hak moral,yaitu: 
1. Droit de divulgation atau the right of publication. Walaupun the right 
of publication menonjol dalam hukum Perancis, hal itu tidak 
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termasuk dalam hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini, 
pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan 
di manakah karyanya dapat dipublikasikan. 
2. Droit de peternite atau the right of paternity. Basis ini berkaitan 
dengan penerbitan sebuah karya, yang bisa dibagi menjadi tiga 
hak, yaitu: hak menuntut pencantuman nama pencipta atau 
pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya; 
hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta 
karya; dan kak mencegah penggunaan atau pencantuman 
namanya pada sebuah karya orang lain. 
3. Droit de respect de I’oeuvre atau the right of integrity, adalah hak 
pencipta atau pengarang mengubah karyanya atau melarang orang 
lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak pencipta atau 
pemegang mencegah pendistorsian atas karyanya. 
 Apapun istilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral 
di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada 
sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya 
pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain boleh menjalankan 
hak itu hanya kalau diminta penciptanya atau setelah dia meninggal 
dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya.17 
 Bagian besar lainnya dari hak cipta ialah hak ekonomi 
(economic right) dimana hak tersebut pada ciptaan atau karya boleh 
disebut muncul belakangan setelah hak moral. 18  Dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta berdasarkan pasal 
2 ayat (1),19 hak ekonomi (disebut hak eksklusif) dibagi dalam dua 




  Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indoneisa, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 
Rights, dan Collecting Society, 2008, hlm. 46  
19
  Pasal 2 ayat (1) tahun 2002 UUHC : 
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bagian besar, yaitu hak untuk mengumumkan ciptaan dan hak untuk 
memperbanyak ciptaan (selanjutnya disebut sebagai hak 
mengumumkan dan hak memperbanyak). Untuk mengetahui cakupan 
dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada 
Pasal 1 UUHC, yang menjelaskan bahwa pengumuman adalah 
pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau 
penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun 
termasuk media internet, atau dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, 
perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara 
keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan 
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk 
mangalihwujudkan secara permanen atau temporer. 
 
2. Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi 
 Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari HKI 
karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. 
Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan 
HKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industri, dan 
desain tata letak sikuit. 
  Sebagai  HKI maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi 
(economic right) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang 
disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh 
keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena 
HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang. 
  Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan 
hak eksklusif sebagaimana dibicarakan di atas. Seorang pencipta/ 
                                                                                                                                                                             
“Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.”  
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pegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di 
pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan 
ciptaan tersebut. 
  Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk 
memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan 
adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja 
melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk 
memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang 
wajar pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapatkan bagian 
keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan 
dari penerimaan izin tersebut. 
  Bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah 
uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI atau karena 
penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi 
hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta, juga 
memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima 
lisensi dengan pemberi lisensi.20 
 
E.  Lisensi dan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik 
 
1. Lisensi 
 Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pencipta tidak 
selalu dapat mengeksploitasi sendiri ciptaannya, para pencipta 
memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. 
Oleh sebab itu, pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu 
pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak 
                                                             
20 Gatot. Op.Cit,. hlm 45-46. 
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ekonominya kepada pihak lain. Dalam kaitan pengalihan hak-hak 
ekonomi pencipta inilah muncul apa yang disebut dengan lisensi. 
 Hakikat lisensi adalah tindakan pemberian kuasa pengelolaan 
karya cipta dan atau produk hak terkait oleh pemilik hak cipta atau 
pemegang hak terkait kepada pihak lain melalui perjanjian tertulis atau 
akta. Untuk lebih memahami makna lisensi, berikut ini disebut 
beberapa pendapat dan pendefinisian. 
Copinger dan Skone James, memberikan pengertian lisensi sebagai 
berikut : 
“Licenses, is provided that copyright is infringed by and person, who, 
not being owner of the copyright and without the license of the owner 
thereof, does any of acts restricted by such copyright. Licenses 
provides for sub-licences by stating that, where the doing of anything is 
authorized by the grantee, and it is within the term( including any 
implied terms) of the licence for him to authorize it, il shall, for the 
purposes of the Act, be taken to be done with the licence of grantor 
and of every other person (if any) upon whom the licence in binding.” 
WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and Neighboring 
Rights menggambarkan hakikat dari pada lisensi: 
“Generally understood in the field of copyright as the authorization 
(permission) given by the author or other owner of copyright (licensor) 
to the user of the work (licensee) to use it in a manner and according 
to condition agreed upon between them in the pertinent contract 
(licensing agreement). Unlike an assignment, a license does not 
transfer ownership; it only constitutes a right or rights to use the work 
under the copyright in it, which remain with the licensor, though 
restricted according to the scope of the license granted. The license is 
either exclusive or non-exclusive; in the latter case, the owner of the 
copyright may lawfully grant similar license to other licensees too. 
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Often the licensee also obtains the right to exploit his license by 
allowing othjer persons to use the work correspondingly (sub-licenses). 
Copyright conventions and national copyright laws may provide for 
compulsory licenses and statutory licences in special cases. 
 Dalam konteks Ciptaan lagu atau musik, pada dasarnya ada 5 
(lima) macam lisensi penggunaan karya cipta lagu atau musik, yaitu: 
1. Lisensi mekanikal (mechanical licenses); 
2. Lisensi pengumuman/penyiaran (performing licenses); 
3. Lisensi sinkronisasi (synchronization licenses); 
4. Lisensi mengumumkan lembar hasil cetakan (print licenses); 
5. Lisensi luar negeri (performing licenses). 
 Lisensi mekanikal (mechanical licenses) diberikan kepada 
perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunakan karya cipta. 
Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau 
melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu 
ciptaannya untuk dieksploitir. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, 
memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi 
kepentingan komersial bekewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. 
 Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama 
kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, si 
pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal untuk lagu 
ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk 
dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan 
selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk cover version, album seleksi 
atau kompilasi. 
 Lisensi pengumuman/penyiaran (performing licenses) ialah 
bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-
lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. 
Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada 
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umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut 
berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. 
Pemungutan royalti performing rights ini umumnya dikelola atau 
ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta 
(collective Administration of Copyright) atau Collecting Society atau 
yang dalam disertai ini disebut Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 
 Lisensi Sinkronisasi (synchronization licenses) adalah bentuk 
izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada seseorang atau 
pihak lain untuk dapat mengeksploitasi ciptaan dalam bentuk visual 
image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya 
berbentuk biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau 
audio visual lainnya. 
 Lisensi penerbitan lembar cetakan (print licenses) adalah lisensi 
yang diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam 
bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi 
dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak 
diproduksi dalam bentuk lagu nyanyian atau dimuat pada majalah 
musik dan lain-lain. 
 Lisensi luar negeri (foreign licenses) adalah sebuah lisensi yang 
diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah Agency di 
sebuah negara untuk mewakili mereka dalam memungut royalti 
lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh user di negara 
bersangkutan malah diseluruh dunia. 
 Disamping lima macam lisensi yang diuraikan di atas, dalam 
lingkungan hukum hak cipta di kenal istilah lisensi paksa atau lisensi 
wajib (compulsory license). Maksud dari lisensi wajib ini adalah bahwa 
untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan 
penelitian dan pengembangan, pemerintah dapat mewajibkan agar 
pencipta memberi izin untuk menerjemahkan, dan atau 
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memperbanyak ciptaannya. Walaupun disebut lisensi wajib, biasanya 
pencipta tetap juga mendapat imbalan, tetapi jumlahnya bukan 
berdasarkan hasil kesepakatan, melainkan ditentukan sendiri oleh 
pemerintah. 
 
2. Royalti  
  Royalti merupakan inti dari pada hak ekonomi pencipta dan 
pemegang hak terkait. Adanya royalti menunjukkan penghargaan 
terhadap jerih payah dan talenta para pencipta dan pemegang hak 
terkait, sekaligus memberikan gairah (motivasi) kepada pencipta dan 
pemegang hak terkait untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru atau 
untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut 
kepada pencipta dan pemegang hak terkait dan akibatnya proses 
penciptaan atau kreativitas akan mandek. 
 Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh 
pengguna hak cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau 
pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk 
mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. 
Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan 
dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam 
perjanjian tertulis atau akta. 
 Dalam WIPO Glossary of Terms of The Law of Copyright and 
Neighboring Rights disebut pengertian royalti sebagai berikut: 
“Generally understood as a particular kind of author’s fee representing 
the author’s share in the returns from the use of his work. It is usually 
agreed upon in cases of distribution of reproduced copies of the work 
or repeated performances of it. A royalty is generally fixed as 
pencentage of retail price of publication or of the gross box office 
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revenues of the theater; it is paid to author periodically according to the 
number of copies sold or of performances given.” 
 Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu 
kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad 
emas dan perak, tambang-tambang emas, perak, gas alam dan 
minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris 
Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja. 
 Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya 
merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja karena telah 
diizinkan untung menambang bahan-bahan tambang milik kerajaan, 
tetapi royalty juga di gunakan untuk pembayaran yang diberikan 
kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas 
penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau atau karya 
temuannya.21 
 
F.  Fungsi dan Sifat Hak Cipta 
  
 Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 
tentang Hak cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta 
atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya yang timbul untuk mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 
dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang-undang 
yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 11 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, 
yang dimaksud dengan pencipta adalah sebagai berikut: 
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 Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif, 
2011, hlm. 164-169 
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1. jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 
diciptakan oleh dua atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta 
ialah orang yang memimpin sareta mengawasi penyelesaian 
seluruh ciptaan itu dalam hal tidak ada orang tersebut yang 
dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya 
dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian 
ciptaannya itu. 
2. jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan 
orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang 
merancang ciptaan itu. 
3. pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya 
ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian antara kedua pihak 
dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan 
ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. 
4. jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai 
pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan 
lain antara kedua pihak. 
5. jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal 
dari padanya dengan tidak menyebutkan seseorang sebagai 
penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai 
penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya. 
 




Bagaimanakah kedudukan pencipta terhadap hasil karya 
ciptanya yang telah diserahkan kepada pihak lain? 
a. Jika hak cipta diserahkan pada pihak lain “untuk sebagian” maka 
bagian yang diserahkan itu pencipta tidak  ada lagi haknya, 
sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta tetap mempunyai 
hak sepenuhnya. 
b. Jika hak cipta diserahkan pada orang/pihak lain seluruhnya maka 
pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum 
untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang 
melanggar hak cipta itu. 
 Pada prinsipnya bahwa seseorang dapat menuntut orang lain 
/badan yang melanggar hak ciptanya, juga ditambahkan hak 
mengadakan perubahan, yang mana izinnya tetap diberlakukan selama 
ia hidup. 
Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak 
yang dapat diserahkan. 
Contoh: Hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan, antara lain: 
1. Memperbanyak hasil ciptaan, 
2. Mengumumkan hasil ciptaan, 
3. Menerjemahkan hasil ciptaan, 
4. Menyandiwarakan, baik dalam radio maupun di televisi dan lain-
lainnya. 
Sementara itu, hak yang tidak dapat diserahkan, yang tetap 
berada atau melekat pada pencipta: 
1. Menuntut pelanggaran hasil ciptaan, 
2. Izin mengadakan perubahan, dan lain sebagainya. 
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Hak-hak tersebut lebih dikenal transferable dan nontransferable 
rights sekarang disebut moral rights.22 
 
H.  Lembaga Manajemen Kolektif Nasional  (LMKN) dan Yayasan Karya 
Cipta Indonesia (YKCI) 
1.  Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) 
 UUHC yang baru di sahkan memang seperti berusaha 
memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status 
Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 1  angka 22: 
Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan 
hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta. Pemegang Hak 
Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya 
dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. 
 Kemudian, UUHC ini juga memasukkan Bab khusus mengenai 
Lembaga Manajemen Kolektif pada Bab XII. Pengaturan mengenai 
Lembaga Manajemen Kolektif ke dalam Undang-Undang ini 
dimaksudkan untuk memperjelas status hukum Lembaga Manajemen 
Kolektif, tentunya bagi banyak kalangan memang merupakan sebuah 
kemajuan yang berusaha diberikan oleh UUHC ini. Sayangnya, 
Pasal-pasal mengenai Lembaga Manajemen Kolektif yang ada pada 
UUHC ini masih tidak jelas. 
Bab XII mengenai Lembaga Manajemen Kolektif memang 
mengatur mengenai bagaimana LMK harus beroperasi di Indonesia 
dengan persyaratan-persyaratan. Pasal 87 mengatur bagaimana 
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2012, hlm. 18-19 
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hubungan antara Pencipta/Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak 
Terkait Lembaga Manajemen Kolektif dan Pengguna. Berikut 
berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta: 
Pasal 87 
(1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang 
Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga 
Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari 
pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam 
bentuk layanan publik yang bersifat komersial. 
(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui 
Lembaga Manajemen Kolektif. 
(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat 
perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi 
kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak 
Terkait yang digunakan. 
(4) T idak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, 
pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara 
komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan 
dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga 
Manajemen Kolektif. 
 
  Berdasarkan Pasal 88 diatur mengenai bagaimana sebuah 





(1) Lembaga Manajemen Kolektif sebaimana dimaksud dalam Pasal 
87 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin operasional 
kepada Menteri. 
(2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
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memenuhi syarat: 
(a) Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; 
(b) Mendapat kuasa dari Pencipta Pemegang Hak Cipta atau 
pemilik Hak Terkait untuk menarik menghimpun dan 
mendistribusikan Royalti.  
(c) Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 
(dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen 
Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili 
kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang 
untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik 
Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya. 
(d) Bertujuan untuk menarik menghimpun dan mendistribusikan 
Royalti ; dan 
(e) Mampu menarik menghimpun dan mendistribusikan Royalti 
kepada Pencipta Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak 
Terkait. 
(3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional 
dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang 
menarik menghimpun dan mendistribusikan royalti.  
 
Jika kita melihat kedua pasal tersebut di atas kelihatannya 
Pasal-pasal tersebut sudah cukup baik sampai kemudian muncul kata 
“nasional” pada Pasal 89 ayat (1) yang kemudian menghilang lagi 




(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik 
dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang 
masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut; 
(a) Kepentingan Pencipta; dan 
(b) Kepentingan pemilik Hak Terkait 
(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun 
dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat 
komersial. 
(3) Untuk melakukan penghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan 
koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak 
masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai 
dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. 
(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti 
ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. 
 
Kata “nasional” pada Pasal 89 ayat (1) ini tentu saja membuat 
tidak jelas jika pada  Pasal 87 dan 88 diatur mengenai Lembaga 
Manajemen Kolektif dengan segala persyaratannya, akan tetapi 
seolah-olah melakukan penyempitan pada Pasal 89. Ini dapat 
diartikan bahwa nantinya paling lama dua tahun setelah Undang-
Undang ini berlaku maka hanya akan ada dua Lembaga Manajemen 
Kolektif di Indonesia. Maka dari itu paling lama dua tahun setelah 
Undang-Undang ini berlaku. Karena pada Pasal 121 huruf (g) 
Ketentuan Peralihan di sebutkan sebagaimana berikut: 
 
“Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan 
apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun 
mengelola dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya 
Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi 
Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 
(dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.” 
 
2. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 
YKCI adalah organisasi nirlaba pengelola hak cipta musik 
secara kolektif yang mendapat kuasa dari pencipta musik Indonesia 
maupun asing, yang tidak boleh mencari keuntungan, bahkan bunga 
deposito pun ikut didistribusikan. YKCI sebagai organisasi berbasis 
keanggotaan (Membership-base society) para pemberi kuasa berhak 
menentukan arah kebijakan organisasi, melalui Konsorsium Dewan 
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Perwakilan.23 Wadah ini bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam 
bentuk perjanjian dari pencipta lagu yang menjadi anggota YKCI 
dimana pemberian kuasa tersebut dimaksudkan untuk menarik royalti 
dari pengguna. Sehingga sudah pasti YKCI tidak akan memungut 
royalti dari pencipta lagu yang bukan merupakan anggota YKCI. 
 Sesuai dengan UUHC, maka para pencipta lagu mempunyai 
hak moral dan hak ekonomi yang bisa menghidupi mereka didalam 
mereka berkarya sesuai Undang-undang hak ini memang tidak 
mudah didapat oleh para pencipta itu secara sendiri-sendiri karena 
berbagai keterbatasan yang ada, sehingga harus dilaksanakan 
melalui sebuah wadah dimana wadah ini akan bertindak atas nama 
seluruh pencipta lagu yang menguasakan hak mereka kepada wadah 
ini. 
 Dengan dasar-dasar inilah maka para tokoh seniman ini dapat 
melahirkan wadah ini pada tanggal 12 Juni 1990 di Jakarta. wadah 
inilah wadahnya para pencipta lagu yang akan berjuang untuk 
kehidupan para pencipta lagu. Para Tokoh dan insan musik 
Indonesia pun menyadari kondisi tersebut dan memrakarsai untuk 
membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan dan 
melaksanakan kegiatan Kolekting hak para pencipta khususnya 
mengenai hak mengumumkan yang dapat dinikmati oleh para 
Pencipta Lagu sebagai Pemilik hak cipta selama hidupnya bahkan 
ketika yang bersangkutan meninggal maka para ahli warisnya dapat 
menikmati royalti (hak ekonomi) tersebut. 
I. Perkembangan Lembaga Pemungut Royalti.    
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1. Problematik Hak Ekonomi Pencipta di Bidang Hak 
mengumumkan. Perkembangan teknologi telah mengakibatkan tidak 
terbatasnya pengeksploitasian ciptaan lagu terutama menyangkut 
pertunjukan dan penyiaran (the performance and display). Marshall 
Leaffer, menggambarkan: 
“Modern technologies have provided endless opportunities to perform 
copyrighted works. Because of an infinite number of situation where 
performances take place, the right to perform can be most valuable 
exclusive right for the copyright owner”. 
 Hak eksklusif pencipta menurut Marshall Leaffer mejadi sangat 
luas, yang akan mencakup semua tindakan mempertunjukkan, 
mempublikasikan, mengomunikasikan, menyiarkan dan lain-lain yang 
mengakibatkan karya cipta dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. 
Adanya hak ini telah memberi peluang bagi peningkatan harkat dan 
martabat pencipta dan sekaligus melahirkan kewajiban baru bagi 
negara dalam upaya perlindungan hak cipta. 
 Namun, seiring dengan pesatnya pertunjukan karya cipta 
tersebut serta tuntutan untuk melindungi hak cipta, muncul 
pertanyaan: Apakah sebenarnya yang disebut hak pertunjukan itu?. 
pada hakikatnya, tidak semua bentuk pertunjukan (termasuk 
penyiaran) karya cipta diposisikan sebagai hak eksklusif pencipta. 
Kalau dilihat dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat tahun 
1976, dengan tegas dinyatakan bahwa: 
“The exclusive right to perform is limited to public performance.” 
 Selanjutnya, mengenai hal hal ini Marshall Leaffer mengatakan: 
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“The copyright Act was not designed to keep people from singing in 
their bathtubs or playing their favorite records during dinner in their 
home. These are essentially private performance which cannat be 
controlled by copyright owners.”  
 Dengan demikian, ada pertunjukan yang bersifat pribadi dan 
pertunjukan yang bersifat publik atau ditujukan kepada publik, dan 
yang masuk pada wilayah hak eksklusif pencipta adalah pertunjukan 
kepada publik. Masalahnya kemudian adalah pengertian dari “publik” 
itu. 
 Dalam UU Hak Cipta Amerika Serikat, ada dua klausula yang 
membedakan pertunjukan privat dan pertunjukan public, yaitu: 
Klausula pertama:  
1. Mempertunjukkan . . . ditempat terbuka untuk umum atau tempat 
lain dengan sejumlah besar orang berkumpul di luar lingkungan 
normal keluarga dan kelompok sosial; atau 
2. Menyiarkan atau komunikasi lain. . . ke tempat yang ditentukan 
dalam klausula pertama atau kepada publik, dengan 
menggunakan perangkat apapun dan dengan proses apapun, 
apakah anggota masyarakat yang menerima pertunjukan. . . 
menerimanya di tempat yang sama atau terpisah dan pada waktu 
yang sama atau waktu yang berbeda. 
Klausula kedua:  
 Sebuah pertunjukan kepada umum terjadi ketika sebuah karya 
disiarkan/ditransmisikan. Sebagaimana didefenisikan di dalam 
Undang-undang, sebuah karya ditransmisikan ketika karya itu 
dikomunikasikan dengan proses tertentu, dengan gambar atau suara 
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diterima di luar tempat si pengirim. Dengan kalusula ini 
memungkinkan bagi pemilik hak cipta untuk mengawasi penyiaran 
karya, seperti oleh radio dan televisi, meskipun penerima tidak 
dikumpulkan di satu tempat dan tidak menerima pada waktu yang 
sama. Prinsip yang sama berlaku untuk penyiaran segmen terbatas 
kepada publik, seperti penghuni kamar hotel atau pelanggan televisi 
kabel. 
 Dalam Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, sekalipun 
diberikan pengertian hak mengumumkan, tetapi tidak ada 
pembatasan (limitation)  dari pengumuman yang bagaimana yang 
digolongkan sebagai hak eksklusif pencipta. Tidak masuk akal jika 
semua bentuk pertunjukan maupun penyiaran karya harus didasari 
lisensi dan membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Kegiatan 
memutar lagu pada pesta ulang tahun seseorang di rumah dan 
memperdengarkan musik di sekolah-sekolah pada saat tertentu 
sangat tidak pantas harus mendapat izin. 
 Problem lainnya dari the performance right  ini adalah tentang 
bagaimana orang yang melakukan pertunjukan atau penyiaran 
mendapatkan lisensi dan membayar royalti kepada pencipta atau 
pemilik hak cipta. Pada umumnya, undang-undang hak cipta di 
berbagai negara tidak mengatur teknis pelisensian, termasuk UUHC 
di Indonesia. Yang jelas, tidak mungkin pencipta atau pemegang hak 
cipta dapat melayani semua orang yang membutuhkan lisensi, dan 
sebaliknya pihak yang hendak melakukan pertunjukan atau penyiaran 
musik tidak mungkin juga harus menghubungi pencipta. 
 Dalam kaitan ini, dibutuhkan peranan lembaga perantara atau 
lembaga yang dapat menjembatani pemegang hak cipta dan orang-
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orang yang akan melakukan pertunjukan atau penyiaran. Lembaga 
tersebut dapat dinamakan Collective Management Organization 
(CMO) atau Performing Right Society (PRS) atau Collecting Society 
(CS). 
2. LMK Menjaga Keseimbangan Kepentingan Pencipta dan User. 
Selain pencipta lagu, pihak-pihak yang mendapat imbalan keuangan 
sebagai realisasi hak-hak ekonominya adalah artis pelaku 
(performer) dan produser rekaman suara. Pertunjukan seorang 
pelaku (performer) dan perbanyakan lagu melalui perekaman suara 
merupakan aspek yang paling penting dari hak pencipta dan 
pemegang hak terkait ini. Cara normal mengeksploitasi hak cipta 
atau hak terkait melibatkan pemberian lisensi untuk penggunaan 
karya tersebut, dalam bentuk perwujudan suatu pertunjukan atau 
perekaman suara. Misalnya, dalam kasus lagu, lisensi berupa izin 
perlu didapatkan dari pencipta lagu atau musik apabila lagu atau 
musik hendak diperdengarkan atau dipertunjukkan atau disiarkan. 
 Di atas telah disinggung bahwa dalam kenyataannya, tidak 
mungkin bagi pemegang hak cipta pertama untuk memantau 
penggunaan setiap karya-karyanya pada setiap kesepakatan di 
negara tertentu, apalagi di wilayah asing. Pemegang hak cipta tidak 
akan dapat dalam praktek memberi lisensi satu demi satu kepada 
pengguna lagu atau musik (user) dan mengumpulkan royaltinya, 
mengingat banyaknya pengguna potensial yang perlu dibuatka 
lisensi di wilayah yang sangat luas (di negara tertentu dan di seluruh 
dunia). 
 Pengguna lagu pun dalam posisi yang sama. Suatu badan 
usaha, seperti restoran, jika ingin memutar musik latar (back ground 
music) di restoran, atau jika stasiun siaran menyiarkan musik, jika 
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tidak ada kerangka manajemen kolektif, lisensi terpisah akan 
diperlukan untuk setiap pertunjukan atau penyiaran karya. Dalam hal 
stasiun siaran, ribuan lagu disiarkan melalui udara setiap tahun. Ini 
akan sangat sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk pengguna 
tersebut untuk menemukan semua pemilik hak dan bernegosiasi 
dengan mereka masing-masing untuk mendapat lisensi secara 
terpisah untuk penggunaan karya yang diinginkan. 
 Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana 
supaya pencipta lagu dapat memperoleh hak-hak ekonominya dari 
pengekploitasian ciptaannya dan bagaimana supaya pengguna lagu 
dapat dengan mudah menggunakan lagu tanpa melanggar hak 
cipta? Permasalahan pangadmistrasian hak ekonomi atau 
pengumpulan royalti itulah yang ditangani secara seksama oleh 
lembaga pemungut royalti atau LMK atau Collective Management 
Organization. Organisasi-organisasi ini menyederhanakan proses 
negosiasi dalam mengelola hak-hak anggota mereka, dan bertindak 
sebagai titik kontak tunggal untuk pemberian lisensi dan 
pembayaran royalti berdasarkan lisensi penggunaan karya musik 
(blanket license), baik untuk pertunjukan maupun penyiaran. Jadi, 
LMK melayani dan menjembatani kepentingan pencipta lagu dan 
pengguna (user) lagu. 
 Di tiap negara, biasanya ada satu LMK untuk satu kategori 
karya cipta, misalnya LMK untuk karya musik atau lagu atau LMK 
untuk karya buku, meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Baik melalui 
tugas atau mandat dari pemilik hak, LMK pada gilirannya menjadi 
bertanggung jawab untuk memberikan lisensi untuk pengguna atas 
nama pemilik hak dan mengumpulkan royalti.  
 Sistem pengelolaan hak oleh LMK ini menguntungkan bagi 
pemegang hak serta pengguna atau user. Di satu pihak, pemegang 
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hak, seperti komposer misalnya, akan mampu mencurahkan waktu 
mereka untuk fokus pada aktivitas kreatif mereka, tanpa harus 
khawatir tentang pengelolaan dan administrasi hak-hak ekonomi 
mereka. Di pihak lain, secara paralel, pengguna akan terlibat dengan 
hanya satu badan dari pada harus mencari izin dari setiap pemilik 
hak, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Dengan blanket 
license , para pengguna karya memungkinkan untuk menggunakan 
karya apapun dalam repertoar yang dikelola oleh LMK. 
 Penerapan blanket lisence jauh lebih efektif dari pada lisensi 
terpisah. Dalam hal ini LMK tidak lagi harus memeriksa karya mana 
yang dipertunjukkan atau digunakan pada setiap kesempatan. 
Sebaliknya LMK hanya memeriksa apakah blanket lisence telah 
diterapkan LMK, misalnya “lisensi per acara”. 
 Tentang royalti yang dikumpulkan, LMK lebih lanjut 
mendistribusikannya kepada anggota atas dasar penggunaan karya-
karya mereka. LMK mendistribusikan royalti ini kepada anggota 
mereka setelah dikurangi biaya administrasi. Beberapa LMK 
menerapkan pengurangan biaya untuk tujuan sosial atau 
pengembangan budaya. 
 Berbagai metode dapat diterapkan dalam pendistribusian royalti 
agar anggota menerima bagian yang sesuai dengan penggunaan 
karya mereka. Salah satu metode tersebut adalah menghitung royalti 
kepada setiap anggota berdasarkan bukti statistik. 
 
1. Skema Lisensi 
  Skema lisensi ini berkaitan dengan penerapan jenis 
lisensi dan penentuan tarif. Di dalam praktik LMK secara umum, 
ada beberapa model yang dapat digunakan untuk mengizinkan 
penggunaan karya yang dilindungi dan dikelola LMK. Di bidang 
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musik misalnya, LMK melakukan negosiasi dengan pengguna, 
seperti hotel atau asosiasi restoran tentang syarat, kondisi, dan 
isi repertoar yang dapat digunakan. Bila kesepakatan tercapai, 
kontrak di tanda tangani oleh pengguna dan LMK. LMK kemudian 
memberikan sebuah “blanket lisence” yang memungkinkan 
sebuah restoran menggunakan semua karya yang menjadi 
bagian dari repertoar tersebut. 
  Syarat dan ketentuan tarif royalti penggunaan musik 
dapat bervariasi berikut criteria yang berbeda. Misalnya,dalam 
kasus musik dilakukan di restoran, tarif (harga yang harus 
dibayar oleh restoran) akan memperhitungkan unsure-unsur, 
seperti durasi waktu musik dimainkan, luas permukaan restoran, 
jumlah pelanggan potensial, harga makanan dan minuman dan 
lain-lain. 
  Di luar bidang lagu atau musik, di bidang karya drama 
misalnya, LMK beroperasi secara berbeda: biasanya melakukan 
negosiasi perjanjian kerangka kerja (kontrak umum) dengan 
asosiasi teater. Berdasarkan perjanjian ini, syarat minimum dan 
kondisi untuk menggunakan drama yang spesifik, dan khususnya 
tingkat royalti dasar. Namun, anggota individu (penulis drama) 
mungkin memerlukan lebih dari kondisi minimum tetap dalam 
kontrak umum. Sehingga ketika teater ingin mendapatkan izin 
untuk melakukan bermain di depan umum, itu biasanya diperoleh 
dari LMK (atau kadang-kadang langsung dari penulis) suatu 
“lisensi individu”. Izin tersebut akan mengacu pada kondisi 
minimum yang ditetapkan dalam kontrak umum, tetapi juga dapat 
menguraikan kondisi khusus lainnya (misalnya tingkat royalti 
yang lebih baik). Di sini LMK bertindak sebagai perwakilan atau 
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agen dari pencipta yang bersangkutan untuk menegosiasikan 
jumlah royalti yang lebih baik. 
  Pada umumnya, LMK menerapkan lisensi dan tariff 
berdasarkan standar internasional. Hanya saja dalam 
pengelompokan pengguna karya dan penentuan tarif terdapat 
berbagai variasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-
masing negara dimana LMK beroperasi. 
 
2. Kerja Sama Internasional 
  LMK tentunya beroperasi pada tingkat nasional. Untuk 
memungut royalti penggunaan karya di luar negeri, satu sama lai 
lembaga pemungut royalti ini bekerja sama dan mengadakan 
perjanjian secara timbale bali. Jumlah royalti yang terkumpul 
dalam cara ini kemudian ditransfer ke organisasi asing dan 
selanjutnya organisasi asing mendistribusikan royalti kepada 
setiap yang berhak. 
  Semua LMK yang mengadakan kerja sama timbal balik 
antara negara berada di bawah naungan salah satu atau lebih 
induk organisasi pemungut royalti di dunia, yaitu the International 
Confederation of Societies of  Authors and Composers (CISAC) 
yang berpusat di Paris, the International Federation of 
Reproduction Rights Organizations (IFPRO), dan the Bureau 
Internationl des Societies Gerant les Droits D’Enregistrement et 
les Reproduction Mecanique (BIEM). 
  Dari ketiga induk organisasi terbesar pemungut royalti ini, 
CISAC merupakan organisasi terbesar dan mempunyai peran 
yang lebih luas. CISAC berperan terhadap peningkatan 
pengakuan dan perlindungan hak-hak pencipta. CISAC didirikan 
pada tahun 1926 dan merupakn organisasi non-pemerintah dan 
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bersifat non-profit. Kantor pusatnya berada di Paris, dengan 
kantor regional di Budapest, Santiago de Chile, Johannesburg, 
dan Singapura. 
  Kegiatan utama CISAC dan layanan anggota bertujuan 
untuk memperkuat dan mengembangkan jaringan internasional 
copy right society, yang secara lebih terperinci adalah: 
1. Untuk memperkuat dan mengembangkan jaringan organisasi 
manajemen hak cipta; 
2. Untuk mengamankan posisi pencipta dan organisasi 
manajemen bersama mereka dalam kancah internasional; 
3. Untuk mengadopsi dan menerapkan criteria kualitas dan 
efisiensi teknis untuk kemajuan organisasi manajemen hak 
cipta; 
4. Untuk mendukung strategi pengembangan organisasi 
manajemen hak cipta di wilayah masing-masing dan dalam 
repertoar masing-masing; 
5. Sebagai pusat database yang memungkinkan organisasi 
manajemen hak cipta bertukar informasi secara efisien; 
6. Berpartisipasi dalam mengembangkan undang-undang hak 
cipta nasional dan internasional dan pelaksanaannya. 
  Pada juni 2010, jumlah organisasi menajemen hak cipta 
atau LMK anggota CISAC adalah 229 organisasi dari 121 
negara, dan secara taklangsung mewakili sekitar 3 juta pencipta 
dan penerbit musik dalam semua repertoar artistik: musik, drama, 
sastra, seni, audio-visual, grafis dan visual. 
  Jumlah royalti yang dikumpulkan oleh anggota CISAC, 
pada wilayah masing-masing secara nasional, pada tahun 2009 
sebesar lebih dari € 7,152,000,000. Meskipun lingkungan yang 
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penuh tantangan (pembajakan digital, penurunan penjualan CD, 
dll), ini merupakan peningkatan sebesar 1,7% dari tahun 2008. 
Anggota CISAC telah berupaya untuk memastikan bahwa 
pencipta dari seluruh dunia memperoleh manfaat dari organisasi 
















                                                             




A. Lokasi Penelitian 
  Berdasarkan judul yang diajukan, penulis mengadakan 
penelitian di Direktorat Jenderal HKI, Kementrian Hukum dan HAM 
dan Kantor YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang beralamat di 
Jakarta. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena 
sumber data yang berkaitan dengan judul penulis dapat diperoleh 
dari instansi dan lembaga/yayasan tersebut. 
 
B. Populasi  dan Sampel 
1. Populasi 
  Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pejabat baik 
dari Direktorat Jenderal HKI, Kementrian Hukum dan HAM 
maupun Kantor YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang 
membidangi bidang HKI khususnya dibidang Hak Cipta. 
2. Sampel 
  Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar 
tujuan tertentu sehingga memenuhi keinginan dan kepentingan 
penulis. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
  Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar 
untuk menunjang hasil penelitian adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan informan yang dapat mewakili 
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beberapa sumber data dalam hal ini pejabat-pejabat baik dari 
Direktorat Jenderal HKI, Kementrian Hukum dan HAM maupun 
pejabat YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) di Jakarta. 
2. Data sekunder yaitu dari berbagai literatur dengan menelaah 
buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel dari internet, dan 
peraturan perundang-undangan yang baru No. 28 tahun 2014 
tentang Hak Cipta dengan permasalahan yang diteliti serta 
contoh kasus yang terjadi. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
  Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini adalah: 
1. Field Research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. 
Data primer dikumpulkan penulis melalui wawancara langsung 
dengan pihak terkait yang sudah disebut di atas. Data sekunder 
diperoleh melalui dokumen-dokumen dan penjelasan dari 
pertanyaan yang diajukan penulis  yang diberikan oleh pihak 
terkait. 
2. Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan 
melalui membaca dan menalaah buku, artikel, jurnal, tulisan-
tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Serta mengakses situs-situs dan website yang 
menyediakan informasi yang berhubungan dengan masalah 





E. Analisis Data 
 Semua data yang diperoleh, disusun dan dianalisis secara 
kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan 
serta penyelesaiannya yang berhubungan dengan pembahasan 
penulis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban secara 
terarah berkaitan dengan eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif 
Naional (LMKN) dalam penarikan royalti ditinjau dari UU No.28 tahun 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). 
 
Berbicara mengenai perlindungan hak ekonomi Pencipta, 
khususnya pencipta lagu atau musik pada akhirnya bermuara pada 
satu hal, yaitu bagaimana supaya pengeksploitasian ciptaan lagu 
atau musik menghasilkan manfaat ekonomi bagi Pencipta.  
Pada zaman sekarang, seorang pencipta lagu misalnya, untuk 
mendapatkan uang dari sebuah lagu yang baru diciptakannya 
mungkin dia akan menghubungi produser rekaman suara agar 
lagunya direkam yang selanjutnya diperbanyak dan dijual kepada 
masyarakat.  
Biasanya, hak yang dialihkan Pencipta kepada produser 
rekaman suara adalah hak merekam lagu, hak memperbanyak 
rekaman lagu, dan hak menjual rekaman lagu. Di luar hak-hak 
tersebut sebenarnya Pencipta masih memiliki beberapa hak pada 
lagu ciptaannya, yaitu hak menampilkan, hak menyiarkan, hak 
mengadaptasikan, dan lain-lain, serta itu tidak dialihkan kepada 
produser rekaman suara. 
Kata fungsi pada “fungsi Lembaga Manajemen Kolektif” 
menunjukkan maksud yaitu apa yang dapat dilakukan, peranan, 
manfaat yang dapat diberikan. Oleh lembaga pemungut royalti yang 
mula-mula apa yang dilakukan masih sangat terbatas, yakni 
memungut royalti dari tempat-tempat pertunjukan lagu atau musik, 
lalu hasilnya didistribusikan kepada yang berhak. Jadi fungsinya 
terbatas pada pengumpulan royalti dan pendistribusian royalti.  
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Jadi Pencipta lagu pada umumnya tidak mempunyai kapasitas 
yang memadai untuk menciptakan uang dari seluruh hak-hak yang 
dimilikinya. Dia membutuhkan kehadiran lembaga 
mengadministrasian hak atau pengumpulan royalti. Pencipta dan 
LMK harus bekerja sama agar perwujudan hak ekonomi pencipta 
terlaksana secara efektif. Lembaga ini akan mewakili pencipta lagu 
untuk memberi lisensi kepada pemakai (user) lagu dan memungut 
royalti dari mereka.25   
Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 pada UUHC: 
Pasal 8 
“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 
ciptaan”. 
Pasal 9 
(1).Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 
a. penerbitan Ciptaan; 
b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. penerjemahan Ciptaan; 
d. pengadaptasian, Pengarensemenan, atau pentransformasian 
Ciptaan; 
e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. pertunjukan Ciptaan; 
g. pengumuman Ciptaan; 
h. komunikasi Ciptaan; dan 
i. penyewaan Ciptaan 
                                                             
25
  Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen 
Kolektif, 2011, hlm. 173-174 
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(2).Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau 
Pemegang Hak Cipta. 
(3).Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak 
Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan 
Secara Komersional Ciptaan.    
 
Implementasi yang berkaitan dengan hak ekonomi bagi para 
Pencipta yang berkarya cipta lagu atau pencipta lagu ada dua hak 
yang berkaitan dengan hak ekonomi yaitu: 
1. Hak Mengumumkan/Pengumuman (Performing Right) 
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUHC: 
“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu 
ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau 
non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga 
suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain”. 
2. Hak Memperbanyak/Penggandaan (Mechanical Right)  
Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UUHC: 
“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara 
menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau 
lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen 
atau sementara”. 
Hak memperbanyak bagi Pencipta lagu sudah dapat menikmati 
manfaat ekonominya jauh sebelum adanya UUHC Republik 
Indonesia yang diberlakukan, dan pencipta lagu sudah dapat 
menikmatinya secara langsung dari pengguna pada saat itu dalam 
industri piringan hitam semenjak tahun 1950-an, tanpa melalui 
siapapun. Dan hak memperbanyak sampai saat ini pencipta lagu 
tetap dapat menikmati juga secara langsung. 
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Untuk hak mengumumkan Pencipta lagu mempunyai kendala 
yang sangat sulit jika ingin mengupayakan sendiri. Karena Pencipta 
lagu tidak mempunyai kemampuan untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi dari hak mengumumkan tersebut. Meskipun pada tahun 
1982 sudah diberlakukan Undang-undang hak cipta oleh pemerintah. 
Dan hal ini juga terjadi bagi pencipta lagu di seluruh dunia. 
Di Indonesia pada saat didirikan dan aktifnya wadah resmi 
Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) barulah terwujud harapan 
dari para Pencipta lagu, atas haknya sesuai dengan Undang-undang 
Republik Indonesia, yaitu hak mengumumkan.26 
YKCI didirikan pada 12 Juni 1990 dan didirikan oleh seniman 
musik/pencipta lagu yang disebut sebagai pendiri, berbadan hukum 
yayasan dan berjenis usaha nirlaba. YKCI mendapat kuasa dari 
Pencipta lagu Indonesia dengan karya cipta lagunya sebanyak 
150.000 lagu dan mempunyai 10 kantor perwakilan daerah di 10 
Provinsi di Indonesia. Dan YKCI pun menjadi anggota CISAC ke 109 
dari 136 negara dan mendapat kuasa untuk lagu asing melalui 
reciprocal agreement dengan CMO Asing.27 
 YKCI melalui repriprocal agreement dengan seluruh anggota 
CISAC yang ditandatangani pada tahun 1991 diberikan hak untuk 
mengelola seluruh lagu asing di Indonesia dari sekitar 2 juta pencipta 
lagu asing dengan 10 juta lagu asing. YKCI melakukan kegiataannya 
dengan berpedoman pada aturan-aturan Internasioanl yang harus di 
patuhi baik dalam pelisensian/perjanjian, pendistribusian (sistem 
maupun mekanisme yang digunakan oleh YKCI). Adapun cara 
                                                             
26  KCI (Karya Cipta Indonesia), Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta, 2015, hlm. 9. 
27 Ibid,.hlm.10 
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penarikan royalti YKCI kepada setiap usaha yang menggunakan 
lagu/musik adalah sebagai berikut:28 
1. Basic Expenditure for Entertainment (BEE) 
Adalah pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ke tempat 
hiburan dalam 1 tahun. Dianggap sebagai Gross income 
pengelola tempat hiburan untuk 1 pengunjung. 
2. International Unquoted Acceptance (IUA). 
Adalah dasar persentase yang telah disetujui/diterima 
secara universal sebagai berikut: 
Featured Music: 6%-10% dari pendapatan kotor (gross 
income): 
 Live Concert 
 Disco 
 Karaoke 
 Radio  
Entertainment Music: 3%-6% dari pendapatan kotor (gross 
income): 
 Live Music di Retaurant, Café 
 Tv.  
Background Music: 1%-2% dari pendapatan kotor (gross 
income). 
3. Occupancy Rate. 
Adalah jumlah tingkat pemakaian/kunjungan selama satu 
tahun sebesar 40% 
4. Load Factor  
Adalah jumlah perkiraan penumpang dalam setiap 
perjalanan untuk kurun waktu satu tahun minimal 40%. 
                                                             
28 Ibid,.hlm.35-37 
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5. Working Days/Months 
Adalah perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun 
sebanyak 300 hari atau 12 bulan. 
6. Audiobility (Optional) 
Adalah persentase penggunaan musik sebesar 10%-40%. 
 
Tabel Data Persentase Penggunaan Lagu di Setiap Daerah di Seluruh 
Indonesia. 
 
Sumber : Tabel Data Persentase dalam buku yang diterbitkan oleh YKCI yaitu Karya Cipta 
Indonesia (KCI) Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta.  
 


























1 Jakarta 10 17 5 30 20 15 3 
2 Jawa Barat 5 15 32 20 15 10 3 
3 Jawa Tengah 5 15 32 20 15 10 3 
4 Jawa Timur 5 15 32 20 15 10 3 
5 Bali 5 15 32 20 10 15 3 




5 15 32 20 15 10 3 
8 Batam/Riau 5 15 32 20 15 10 3 
9 Sulawesi Selatan 5 18 30 20 15 10 2 
10 Sulawesi Utara 5 15 35 20 10 10 5 
11 Ambon/Papua 5 20 35 15 10 10 5 




5 20 37 15 10 10 3 
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Peran YKCI bagi para Pencipta lagu di Indonesia maupun 
Pencipta lagu asing dilakukan satu tahun sekali. Hasil Collecting 
(hasil pendapatan dari pengguna) selama satu tahun per 1 Januari 
sampai dengan per 31 Desember. Kemudian diproses secara 
administrasi dengan sistem profesional bertaraf Internasional (Music 
Information System Asia) sekitar lima bulan kemudian hasilnya siap 
untuk didistribuskan.  
Perincian hasil penarikan royalti yang didistribusikan kepada 
para Pencipta lagu  di Indonesia maupun asing disesuaikan dengan 
peraturan Internasional (CISAC) yaitu hasil collecting (pendapatan 
dari user) tersebut dikurangi biaya operasioanal management YKCI 
sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% seluruhnya didistribusikan 
kepada para Pencipta lagu di Indonesia maupun asing, sebagai hak 
yang akan diterima oleh para Pencipta lagu. 
 
B. Mewujudkan Hak Ekonomi Pencipta Melalui Fungsi LMK. 
 
1. Kemutlakan Adanya LMK 
Di banyak Negara yang telah maju industri atau bisnis 
musiknya telah banyak dikenal apa yang dinamakan Collective 
Management Organization atau LMK. Sterling dalam Glossary of 
Legal and Technical Term, menjelaskan bahwa berdasarkan EC 
Satallde Broadcasting and Cable Retransmission yang mengelola 
atau mengadministrasikan hak cipta atau hak terkait sebagai 
tujuan atau mengadministrasikan hak cipta atau hak terkait 
sebagai tujuan satu-satunya atau sebagai salah satu tujuan 
utamanya yang perlu dijelaskan tentunya pengelolaan atau 
pengadministrasian hak cipta maupun hak terkait itu adalah bahwa 
hak cipta terdiri atas banyak sub-hak cipta, sehingga sering 
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disebut sebagai kumpulan hak (a bundle of rights). Macam-macam 
hak (khususnya hak ekonomi) yang terdapat dalam hak cipta, 
antara lain hak reproduksi, hak menampilkan hak menyiarkan, hak 
mengadaptasi, hak mengalihwujudkan, dan sebgainya. 
Pencipta, oleh Undang-undang diberi hak untuk memberi izin 
atau melarang pihak lain mengeksploitasi ciptaannya. Supaya hak 
pencipta dapat disebut tegak, semestinya setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan ciptaan (selain yang di 
kecualikan Undang-undang) haruslah mendapat izin dari Pencipta. 
Namun, pada kenyataannya Pencipta secara pribadi tidak akan 
pernah mampu mengontrol pemanfaatan ciptaannya oleh orang 
lain. 
Ciptaan lagu dapat direkam dan rekamannya dapat 
diperbanyak atau digandakan, dapat ditiru berbagai unsur dari 
lagu untuk menjadi sebuah lagu yang solah-olah ciptaan baru, 
dapat diterjemahkan, dapat dipakai sebagai sound-track film atau 
drama, dapat diperdengarkan dan dipertunjukkan kepada umum 
dan sebagainya. Pencipta lagu, tidak mungkin dapat mengawasi 
semuanya itu dari hari ke hari, yang bisa terjadi di mana saja di 
belahan dunia ini. 
Walaupun hak cipta telah dilindungi Undang-undang dan 
perbuatan mengeksploitasi ciptaan tanpa hak merupakan 
pelanggaran hukum, serta tindak pidana hak cipta merupakan 
tindak pidana biasa (bukan delik aduan), masyarakat tidak serta 
merta menaati hukum dan aparat penegak hukum pun memiliki 
kesulitan sendiri menindak pelaku tindak pidana hak cipta tertentu. 
Dalam kondisi seperti ini, berbagai upaya dapat dilakukan 
melalui lembaga tertentu supaya pencipta lagu atau musik 
memiliki akses terhadap keseluruhan atau minimal pemanfaatan 
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ciptaan lagu atau musik yang bersifat komersial. Lembaga 
tertentun itu adalah LMK yang berperan membantu pencipta 
dalam menegakkan hak-haknya. Ada dua alasan mengapa perlu 
wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakkan 
hak-haknya yaitu:29 
1. Untuk membantu Pencipta memantau penggunaan ciptaan 
dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang 
bertentangan dengan Hak Cipta; 
2. Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak 
memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian 
ciptaan, masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus 
menemui para pencipta untuk meminta izin. 
Di masa lalu, peranan lembaga pemungut royalti atas 
penggunaan ciptaan lagu atau musik oleh masyarakat tidak begitu 
menonjol. Akan tetapi dewasa ini, seiring dengan perkembangan 
media elektronik dan teknologi informasi yang membuat 
pemanfaatan sekaligus komersialisasi ciptaan lagu atau musik 
menjadi sangat massif, sehingga peranan LMK menjadi sangat 
urgen, malah mutlak. Sebab tanpa peranan LMK dimaksud, para 
Pencipta  dan juga Negara akan kehilangan pendapatan ekonomi 
yang sangat besar. Para pencipta lagu atau musik tidak mungkin 
dapat mengontrol pemakaian atau pemanfaatan ciptaan lagu atau 
musik lalu menagih hak royaltinya sendiri, sementara pemakaian 
atau pemanfaatan lagu atau musik sudah sedemikian 
kompleksnya dari segi pemakai (user), tempat pemakaian, cara 
pemakaian, maupun sarana atau alat yang digunakan. 
 
                                                             
29 Otto Hasibuan, Op.Cit., hlm 211-212. 
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2. Urgensi LMK Diatur dalam Undang-undang. 
Kondisi yang dihadapi LMK di Indonesia sebagaimana 
terungkap dari hasil penelitian penulis adalah kemampuannya 
yang sangat rendah mengumpulkan royalti dari penggunaan lagu 
atau musik (sementara ini dibicarakan adalah LMK di bidang lagu 
atau musik). Royalti yang dikumpulkan rendah, rata-rata Rp.10 
miliar dalam setahun, sehingga royalti yang dapat didistribusikan 
kepada anggota (pencipta lagu atau musik) pun menjadi sangat 
rendah. Sampai saat ini masih banyak pencipta lagu yang 
menerima royalti sebagai contoh dari YKCI hanya sebesar 
Rp.300.000,00 dalam setahun. 
Rendahnya royalti yang dapat dikumpulkan YKCI, ternyata 
bukan karena pemakaian lagu atau musik yang bersifat komersial 
sangat rendah atau karena tarif royalti yang diterapkan YKCI 
sangat rendah. Penggunaan lagu atau musik di Indonesia 
tergolong sangat besar, jauh melebihi penggunaan lagu atau 
musik di Sigapura dan Malaysia. Namun, faktaya YKCI hanya 
mampu mengumpulkan royalti sebesar Rp.10 miliar setahun, 
sementara COMPASS (Salah satu LMK di Singapura) mampu 
mengumpulkan royalti sebesar Rp.93 miliar per tahun. Dari segi 
tarif, dapat dikatakan bahwa tarif royalti penggunaan musik atau 
lagu di Indonesia dibanding yang diterapkan LMK negara lain tidak 
terlalu jauh berbeda. 
Di Indonesia tampak dari sedikitnya jumlah pengguna lagu yang 
memiliki izin/lisensi pengumuman lagu atau musik, dan juga 
tampak dari kasus hukum antara LMK dengan user  yang tidak 
memiliki izin/lisensi, bahwa pemahaman masyarakat tentang 
performing right masih kurang dan banyak user kurang menerima 
keberadaan LMK. Dalam kondisi ini, akan sangat berguna jika hal 
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LMK di atur dalam Undang-undang agar LMK tidak seolah-olah 
bertindak tanpa landasan hukum yang jelas. 
Alasan mengapa perlu pengaturan LMK dalam Undang-undang, 
juga supaya tegas sebagai amanat kepada Pemerintah untuk aktif 
menegakkan hak ekonomi Pencipta melalui fungsi LMK. Di 
Indonesia Pemerintalah (presiden) yang bertugas melaksanakan 
Undang-undang. Jadi, kalau LMK sudah diatur dalam Undang-
undang, berarti Pemerintah wajib mendukung agar LMK bekerja 
sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang. 
 
3. Format LMK di Indonesia. 
Patut dipikirkan oleh pembuat Undang-undang tentang 
bagaimana supaya LMK ini nantinya dapat berfungsi efektif dalam 
mengelola Hak Cipta dan pada gilirannya memberi kontribusi yang 
signifikan bagi peningkatan kesejahteraan bagi Pencipta dan 
Pemegang Hak Terkait khususnya serta mendukung peningkatan 
ekonomi nasional pada umumnya. 
Peraturan Menteri yang akan mengatur mengenai tata cara 
permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi 
mengenai LMK dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi 
Mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (dalam hal ini disebutkan 
PERMENKUMHAM). 
Sehubungan dengan itu, setidaknya ada empat bagian tentang 
LMK yang diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini Undang-
undang Hak Cipta, yaitu: (1) Ketentuan Umum Tentang LMK; (2) 
Pembentukan LMK; (3) Operasional LMK; dan (4) Evaluasi LMK. 
Dalam ketentuan umum pada PERMENKUMHAM tentang LMK 
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yang diatur dalam Undang-undang adalah: 
1. Pengertian LMK 
 Selain LMK dijelaskan pada Ketentuan Umum UUHC, 
LMK juga dijelaskan pada PERMENKUMHAM. Berdasarkan  
Pasal 1 angka 6 di jelaskan LMK: 
“Lembaga  Manajemen  Kolektif  yang  selanjutnya  disingkat  
LMK  adalah institusi yang  berbentuk badan hukum  nirlaba 
yang diberi  kuasa oleh Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  dan/ 
atau  pemilik  Hak  Terkait  guna mengelola  hak  ekonominya  
dalam  bentuk  menghimpun  dan mendistribusikan Royalti.” 
2. Maksud dan tujuan LMK. 
 Maksud pembentukan LMK adalah untuk menjembatani 
kepentingan Pencipta, Pemegang Hak dan Pemegang Hak 
Terkait di satu pihak agar hak-hak ekonominya dapat 
terpenuhi dan kepentingan pengguna lagu atau musik (user) 
yang bersifat komersial dipihak lain agar dapat mengeksplitasi 
karya cipta secara lebih mudah dan memenuhi ketentuan 
perundang-undangan Hak Cipta. 
 Tujuan pembentukan LMK adalah untuk mewujudkan 
kesejahteraan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait dan untuk 
mendukung pembangunan perekonomian nasional 
3. Setiap LMK harus bersifat non profit (nirlaba) yang beroperasi 
untuk kepentingan Pencipta dan Pemegang Hak Terkait serta 
untuk kepentingan komersial berdasarkan pada pasal 1 angka 
22 UUHC. 
4. Untuk mencegah adanya sejumlah LMK yang lingkup kerjanya 
tumpang tindih, setiap LMK memiliki kewenangan untuk 
mengelola satu kategori bidang karya Cipta atau karya  Hak 
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Terkait, yang masing di atur dalam PERMENKUMHAM pada 
BAB I dalam Ketentuan Umum berdasarkan pada Pasal 1 
angka 7 yaitu: “Lembaga Manajemen Kolektif Nasional 
Pencipta yang selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta 
adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta,  
akademisi,  dan  ahli  hukum  di  bidang  hak  cipta  untuk 
mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/ atau 
musik.” 
Dan pada Pasal 1 angka 8 yaitu: Lembaga  Manajemen  
Kolektif  Nasional  Hak  Terkait  yang  selanjutnya disebut LMK  
Nasional Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan  
unsur LMK,  pemilik Hak Terkait,  akademisi, dan ahli hukum 
di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik 
Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik.30  
Menyangkut pembentukan LMK, yang diatur dalam 
PERMENKUMHAM: 
1. Siapa yang berhak mendirikan . 
 Pada BAB XVIII dalam Ketentuan Peralihan berdasarkan 
Pasal 121 huruf (g) yaitu: “Organisasi profesi atau lembaga 
sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan 
fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan 
Royalti sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib 
menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manjemen 
Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
berlakunya Undang-undang ini.” 
Jadi yang berhak mendirikan LMK adalah Pemilik Hak Cipta 
                                                             
30 Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara 
Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Mengenai Lembaga 
Manajemen Kolektif 
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dan/atau Pemegang Hak Terkait, setidaknya diantara pendiri 
terdapat Pemilik Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta. 
2. Siapa yang memberi izin operasional LMK. 
Yang memberikan izin operasional LMK adalah 
Pemerintah yaitu terkhusus pada peraturan Kementrian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal tersebut 
di atur berdasarkan Pasal 2 PERMENKUMHAM yaitu:  
(1) Untuk dapat menarik, menghimpun, dan  mendistribusikan  
Royalti kepada  Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  
pemilik  Hak  Terkait, LMK wajib memiliki izin operasional 
dari Menteri.  
(2) Untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi 
syarat:  
a.  berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;  
b. mendapat  kuasa  dari  Pencipta,  Pemegang  Hak  
Cipta,  atau  pemilik Hak  Terkait  untuk  menarik,  
menghimpun,  dan  mendistribusikan Royalti;  
c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 
200 (dua ratus) orang  Pencipta  untuk  LMK  bidang  
lagu  dan/ atau  musik  yang mewakili  kepentingan  
pencipta  dan  paling  sedikit  50  (lima  puluh) orang 
untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/ 
atau objek Hak Cipta lainnya;  
d. bertujuan  untuk  menarik,  menghimpun,  dan  
mendistribusikan Royalti; dan mampu menarik, 
menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada 
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak 
Terkait. 
3. Syarat-syarat mendirikan atau memperoleh izin LMK. 
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 Berdasarkan Pasal 3 PERMENKUMHAM yaitu: 
Untuk  memperoleh  izin  operasional,  LMK  mengajukan  
permohonan  secara tertulis  kepada  Menteri  yang  
disampaikan  secara  langsung  dengan melampirkan 
dokumen pendukung:  
a. salinan Akta Pendirian;  
b. salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan 
hukum;  
c. surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik 
Hak Terkait;  
c. anggaran dasar LMK;  
d. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;  
e.  daftar nama anggota LMK;  
f. daftar karya Ciptaan dan/ atau daftar  Produk Hak Terkait 
yang dikelola oleh LMK; dan  
g. surat  pernyataan  mampu  menarik,  menghimpun,  dan  
mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang 
Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.  
 Karena diharapkan nantinya adakah adanya LMK-LMK yang 
dapat berfungsi efektif mengelola Hak Cipta dan berhasil 
mewujudkan tujuan LMK sebagaimana disebut di atas, sejak 
awal sudah harus ada penyeleksian terhadap calon-calon LMK. 
 
Pada bagian evaluasi LMK, yang diatur dalam Undang-undang 
adalah: 
1. kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
menjadi pengawas semua LMK maupun LMKN. Berdasarkan 




(1) LMK  dan LMK  Nasional wajib  melaksanakan audit 
keuangan dan audit kinerja  yang  dilaksanakan  oleh  
akuntan  publik  paling  sedikit  1  (satu)  
tahun sekali.  
(2) Hasil  audit  akuntan  publik  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu 
paling lama 14 (empat belas)  
hari  setelah  selesai  dilakukan  audit  dan  diumumkan  
hasilnya  kepada masyarakat melalui media cetak 
nasional dan media elektronik.  
 
Pasal 10  
Menteri melaksanakan evaluasi terhadap LMK dan LMK 
Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 
 
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
berhak mencabut izin operasi LMK yang melanggar ketentuan 
Undang-undang berdasarkan Pasal 11 PERMENKUMHAM 
yaitu: 
 
(1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK setelah 
dilakukan evaluasi.  
(2) Pencabutan  izin  operasional  sebagaimana  dimaksud  
pada  ayat  (1) dilakukan j ika:  
a.  bentuk  badan  hukumnya  berubah  menjadi  badan  
hukum  yang bersifat mencari keuntungan;  
b.  tidak mendistribusikan Royalti kepada Pencipta 
danjatau pemilik Hak Terkait;  
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c.  tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang 
pemberi kuasa untuk LMK  bidang lagu dan/ a tau 
musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang 
dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK  
yang mewakili  pemilik  Hak Terkait dan/ atau objek  
Hak Cipta lainnya;  
d.  tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan 
besaran Royalti, baik antar LMK sejenis maupun 
antara LMK kepentingan Pencipta dengan LMK 
kepentingan pemilik Hak Terkait;  
e.  tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan 
yang dilakukan oleh Akuntan Publik;  
f. tidak  mengumumkan  kepada  masyarakat  hasil  
audit  kinerja  dan audit keuangan melalui media cetak 
nasional dan media elektronik; dan  
g. menggunakan  dana  operasional  lebih  dari  20%  (dua  
puluh  persen) setelah  5  (lima)  tahun  pertama  dan/ 
a tau  menggunakan  dana operasional lebih dari 30%  
(tiga puluh persen) untuk 5  (lima)  tahun pertama dari 
jumlah  keseluruhan  Royalti  yang  dikumpulkan  
setiap tahunnya.  
Jika LMK dapat berfungsi sebagaimana disebut di atas, 
perlindungan yang maksimal terhadap hak ekonomi pencipta lagu 
atau musik akan terwujud, dan itu secara langsung akan 
meningkatkan pendapatan para pencipta lagu atau musik. Kondisi 
demikian diyakini pasti akan menggugah daya kreasi para pencipta 
(di bidang lagu dan musik). Investasi penciptaan yang dilakukan jika 
segera mendapatkan break even point akan menambah investasi 
atau kreasi yang lebih besar lagi. Proses ini dipahami sebagai proses 
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yang terus menggulung dalam rangka pertumbuhan ekonomi 
nasional. Dampak lebih lanjut, pendapatan negara segera akan 
bertambah dari industri lagu atau musik, termasuk multiplier effect 
dan atau trikle down effect-nya. Pada akhirnya, proses perlindungan 
ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Jika hal itu 
berjalan dengan baik, dapat dikatakan bahwa hukum telah 
menunjukkan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial, alat 
pembaharuan masyarakat, dan sekaligus alat menyejahterakan 
masyarakat. 
  
C. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) terhadap 
LMK Pencipta/Pemegang Hak Cipta dan LMK Pemilik Hak 
Terkait.   
 
Dalam UUHC ini untuk memperjelas kedudukan dan status 
Lembaga Manajemen Kolektif secara hukum maka adanya keinginan 
untuk membagi konsentrasi LMK menjadi dua bagian yang khusus 
tanpa harus memasukkan kata “nasional” yang membingungkan 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 89 ayat (1), yaitu: 
(1) Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan 
Pencipta/Pemegang Hak Cipta; 
(2) Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus mewakili kepentingan 
Pemilik Hak terkait. 
Karena sudah jelas diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia dalam BAB I pada Ketentuan Umum Lembaga 
Manajemen Kolektif Nasional Pencipta berdasarkan Pasal 1 angka 7 




Pasal 1 angka 7 
Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang 
selanjutnya disebut LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang 
merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi,  dan  ahli  
hukum  di  bidang  hak  cipta  untuk mengelola hak ekonomi 
Pencipta di bidang lagu dan/atau musik. 
Pasal 1 angka 8 
Lembaga  Manajemen  Kolektif  Nasional  Hak  Terkait  yang  
selanjutnya disebut LMK  Nasional Hak Terkait adalah LMK yang 
merepresentasikan unsur LMK,  pemilik Hak Terkait,  akademisi, 
dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi 
pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik. 
Panitia Seleksi telah merampungkan proses seleksi. Dari 48 
calon Komisioner yang mendaftar, akhirnya telah terpilih 10 
Komisioner. Mereka terdiri dari lima komisioner untuk LMKN bidang 
Pencipta dan lima komisioner lainnya untuk LMKN Hak Terkait. 







Sumber: Wawancara langsung oleh panitia seleksi anggota komisioner LMKN di 
Direktorat Jendral HKI, Jakarta 15 April 2014. 
No. LMKN Pencipta No. LMKN Hak Terkait 
1 H. Rhoma Irama 1 
Rd. M. Samsudin Dajat 
Hardjakusumah (Sam Bimbo) 
2 James Freddy Sundah 2 Ebiet G. Ade 
3 
Adi Adrian (Adi Kla 
Project) 
3 Djanuar Ishak 
4 
Dr. Iman Haryanto, SH, 
MH 
4 
Miranda Risang Ayu, SH, LL.M, 
P,Hd 
5 Slamet Adriyadie 5 Handi Santoso 
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Sepuluh komisioner tersebut akan menjabat selama 3 (tiga) 
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. Masa jabatan berlaku hingga 16 Januari 2018 
mendatang. 
Harapan Pencipta atau Pemilik Hak Terkait kepada LMKN yang 
berperan terhadap LMK, untuk menjembatani pemakai dan 
pengguna lagu atau musik (user) dalam hak ekonomi agar terwujud. 
Itu secara langsung akan meningkatkan pendapatan para Pencipta 
lagu atau musik. 
LMK di atur dalam UUHC untuk mendapatkan kepastian hukum 
dalam penarikan dan pendistribusian royalti  agar pemakai dan 
pengguna lagu atau musik (user) tidak lagi merasa khawatir atas 
kepastian hukum dalam meggunakan ciptaan tersebut agar bisa 













Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Mengingat terlalu banyaknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) 
di Indonesia yang menghimpun dan mendistribusikan royalti, 
karena berdasarkan Undang-undang Hak Cipta sebelumnya bahwa 
Pencipta dapat menarik royalti dari organisasi profesi yang 
diberikan kuasa oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Maka dari 
itu Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia mengatur Lembaga Manajemen 
Kolektif Nasional (LMKN). 
LMKN bertugas menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan 
musik serta memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk 
menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan 
oleh pengurus LMK. LMKN memberikan rekomendasi kepada 
menteri, terkait dengan perizinan operasional LMK di bidang lagu 
dan musik yang yang berada di bawah koordinasinya. Jika dalam 
jangka paling lama 2 (dua) tahun lembaga sejenis tersebut tidak 
mendaftarkan permohonan dan penerbitan izin operasional 
lembaganya ke Direktorat Jendral HKI maka lembaga penarik 
royalti atau yang sejenis tersebut dianggap ilegal. 
 
2. LMK seperti YKCI dan yang sejenisnya yaitu ASIRI, WAMI, RAI, 
KCLB dan lain-lain yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk manarik 
dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, sedangkan PAPPRI, 
ASRINDO dan lain-lain yang diberi kuasa oleh Pemilik Hak Terkait 
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untuk menarik dan mendistribusikan royalti kepada Pemilik Hak 
Terkait, tidak serta merta harus berhenti beroperasi karena belum 
memiliki izin operasional dari Menteri. Karena sesuai dengan 
Ketentuan Peralihan UUHC, organisasi profesi atau lembaga 
sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada tugas dan 
fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan 
royalti sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan 
dan berubah menjadi LMK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 


















    Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan 
penulis, maka beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah: 
1. LMKN sebagai regulator,fasilitator serta melakukan pengawasan harus 
aktif dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti sesuai 
kelaziman dan praktek berdasarkan di Internasional sebanyak 30% 
biaya administratif kepada LMK dan lebihnya sebanyak 70% 
didistribusikan oleh Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dalam hal ini 
lagu atau musik. Dan LMKN diharapkan bisa menjadi jembatan antara 
Pencipta lagu atau Pemilik Hak Terkait dan Pengguna (user).  Agar 
LMK bekerja sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang dan 
memberikan kontribusi kepada seluruh Pencipta atau Pemilik Hak 
Terkait di Indonesia dan dalam arti luas bisa menjadi aset yang sangat 
menguntungkan bagi negara. 
  
2. Jika pada Pasal 89 menyatakan bahwa LMK berhak atas bagian 
masing-masing, meskipun diikuti dengan kalimat “sesuai dengan 
kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan” tentunya hal ini sudah 
bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena yang berhak 
untuk mendapatkan royalti berdasarkan Undang-undang adalah 
Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Berdasarkan Pasal 89 ayat (3): 
“untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi 
dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing 
Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman 
dalam praktik berdasarkan keadilan.”  
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 Pertanyaan yang sangat mendasar adalah “atas dasar apa 
sebuah Lembaga Manajemen Kolektif berhak mendapatkan royalti” , 
sesuai dengan Pasal 1 angka 21: “Royalti adalah imbalan atas 
pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang 
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